Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Perkara Pidana
ABSTRAK

Keterangan saksi mempunyai peranan penting dalam mencapai
tujuan hukum acara pidana di Indonesia yaity untuk mencar kebenaran
materil. Penyampian keterangan saksi tergantung pada kecakapan dinnya
mengingat apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Kemampuan
tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti didalam dirinya tidak cakap
baik berbicara maupun daya tangkap, diluar dirinya takut terhadap
terdakwa.

Hal ini menimbulkan permasalahan kenapa crang takut menjadi
saksi, bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam perkara pidana dan
bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana.

Dengan metode peneliian yang bersifat yuridis empifis melalui
wavwancara didapat data bahwa orang takut menjadi saksi kdrerd balas
depdam dan teror yang dilakukan oleh keluarga terdakwa. KUHAP telah
mehgatur jika saksi merdsa terdncdm dan sering diteror oleh keluargs
terdakwa bisa minta bantuan kepolisian. Dalam memberikan kesaksian
dipersidangan, hakim rremerintahkan terdakwa meninggalkan ruang
sidang . Terhadap Tindak Fidana Kornipsi dan Narkotika, saksi pelapor
identitasnya tidak disebutkan sehinggd ia merasa aman dari ancaman
terdakwa. Tapi perlindungan ini baru tethadap 2 hal diatas. Diharapkan
&éngﬁn disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Parlidungdan
tarhadap Saksi dan Kotban, maka orarf tidak takut lagi menjadi saksi
terutama untuk kasus basar dimana terddkwa mempunyai perangkat untuk
ménteror dan melenyapkan saksi.



PENDAHULLUAN

Peraturan Hukum pidana merupakan aturan hukum publik yang
lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atau kepentingan umurm
daripada kepentingan orang perarangan yang berkenaan dengan negara
sobagai pelaksana demokrasi berdasarkan Fancasila dan Undang-
undang Dasar 1845 Seseorang yang dengan sengaja tidak mentazb
hukum melakukan perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman
pidana harus diberi ganjaran atau pidana sebagal akibat perbuatannya
vang berlentangan dengan kawajibannya menjunjung tingyi hukurm.

Untuk menegakkan perasturan hukum pidana tersebul maka
diperlukan hukum acara pidanz (hukum pidana formil) dalam
melaksanakan hukum  pidana materl. Pembangunan dibidang hukum
acars pidana hertujuan agar masyarakat dapal menghayati hak dan
kewajibannya agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para
pelaksana penegak hukum keadilan dan perlindungan yang merupakan
pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban '
dan kepastian hukum.

Didalam pemeriksaan dipersidangan pengadilan untuk menentukan

sesearang itu bersalah alau fidak terhadap tndsk pidana yang
disangkakan kepadanya, maka dibutuhkan sejumlah alat bukli yang telah
ditetapkan oleh undang-undang serla ditambah dengan keyakinan hakim.
Hal ini merupakan sistem pembuktian yang dipakai dalam Kitab Undang-
undang Hukurn Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada pasal 183 KUHAR
yang berounyi:
“Hakim tidak holef menjatuhikan pidzna kepada seseorang kecuall apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alal bukti yang sah 18 memperaleh
keyakinan bahwa setiap tndak pidana benar-benar tegadi dan bahwa
terdatwalah vang bersalah melakukannya’

Berkenaan dengan alatl bukti diatas maka Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menstapkan hal-hal yang dapat
dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAF yaitu:
Keterangan saksi
Keterangan ahli
Surat
Fetunjulk
Katarangan terdakwa
Berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP terssbul. keterangan
saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam memeriksa suatu
perkara pidana dimana keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan
keterangan mengenat suatu peristiva pidana yang ia dengar sendin, ihat
sendir dan alami sendiri, Dalam memberikan keterangan saksi biasanya
diangkat sumpah agar ia memberikan keterangan dengan  sebenarmya.
Hakim berkewajipan memperhatikan keterangan saksi  uniuk
membantunya dalam memberikan keputusan terhadap perkara pidana
yang sedang diperiksanya.
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Keterangan saksi dalam prakteknya mempunyai peranan yang
tidak sedikit dalam mencapai tujuan dan hukum acara pidana itu sendiri
walaupun sudah ada kemajuan dibidang teknologi pembuktian secara
iimiah dengan mempergunakan bukti-bukti berupa benda mati (silent-
witness} yang letnh dapat dipercaya kebenarannya daripada keterangan
yang diberikan oleh seorang saksi. Adakalanya seorang saksi iu dalam
memhberikan kesaksiannya jauh daripads apa yang ada pada
kenyataannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kesemuanya itu
tergantung pada kecakapan dari masing-masing manusia untuk

1. menangkap dengan panca indera

2. mengingat tentang apa yang telah dilangkapnya dengan panca
indera 1tu

3. menceritakan kembali tentang apa yang lelah ditangkap dan
diingatmya itu.

Terhadap seseocrang yang telah memblasakan dirinya uniuk
memusatkan pikiran, barangkali tidaklan sulit baginya untuk mencertakan
kembali atas apa yang telah diperolehnya melalui panca indera tersebut
tetapi tidaklah setiap manusia dapat dengan baik memusatkan pikirannya
ksrena kemampuan masing-masing manusia berbeda satu dengan
lainnva.

Hal diatas bisa saja dizebabkan adanya perbedaan latar belakang
pendidikan, Biasanya orang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi
lebih mampu menyampaikan apa yang telah ditangkapnya dengan panca
indera, mereka mampu mengungkapkan dengan baik latar belakang dari
munculnya suaty peristiwa dengan bahasa yang |elas dan lugas, dan
tentu saja ini berbeda dengan orang yang memiliki latar belakang
pendidikan yang minim

Disarmping itu hakim dalam melaksanakan tugasnya memeriksa
dan memutus perkara perlu memperhatikan hal-hal tertentu untuk menguji
kebenaran dan keterangan yang lelah diberikan oleh seseorang saksi
zehingga dapat menjatuhkan putusan yang benar-benar sesual dengan
perasaan keadilan masyarakat. Hal-hal yang harus diperhatikan olen
hakim tercantum dalam Pasal 185 ayat 6 KUHAP yaitu;

- persesuaian anfara keferangan saks! satu dengan yang iain

- persesuaian dnlara keferangan saksi dengan alat bukll fain

- alasan yang mungkin dipergunakan ofeh saksi untuk member
keterangan yang tertentu

- cara hidup dan kesusiiaan saksi segald sesuatu yang dapat
mempengaruhi dapat fidaknya kelerangan ferfeniu.

Masyarakatpun takut manjadi saksi karena diancam oleh keluarga
terdakwa, Terlebih untuk tindak pidana khusus seperli korupsi dan
narkotika. Masyarakat dan orang disekitarmya tahu bahwa telah terjadi
penggelapan uang negara diinstansi  tempatnya bekerja  seperti
bendaharawan  tapi dia takut melaparkan karena nanti terdakwa akan
memecatnya hahkan hal tersebut ia sering melakukannya karena
atasannya yang menyuruh dan im seialu berentangan dengan hati

]



nuraninya. Juga penyalahgunaan narkotka ia senng melinat dan
mendengar telangganya menghidupkarn musik tengah malam yaitu musik
bagi pencandu narkolika, Bagaimana ia akan melaporkan telah terjadi
tindak pidana jika ia harus menjadi saksi padahal ia kenal dengan crang
tersebut.

1. Perumusan Masalah

Rerdasarkan uraian diatas dapatlah diidentifikasi masalah sebagai berikut-
1. Kenapa orang takut menjadi saksi dalam perkara pidana?

2 Bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam perkara pidana 7

3. Bagaimana perlindungan hukum lerhadap 53 ki dalam perkara pidana?

2. Tinjauan Pustaka
a, Pengertian Saksi dan Dasar Hukumnya

Mengensi pengertian saksi ini seperi yang tercantum dalam
ketentuan pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu.

“Orang yang dapat memberkan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuniufan dan peradiian tenfang sualu perkara pidana yvang (@ dengar
sandin ia ihat sendin dan ia alarmi sendin’”.

Lebih lanjut undang-undang juga memberikan pengertian Entang
keterangan saksi yang dituangkan dalam pasal i butir 27 EUHAR yaitu:
“Saiah satu alat bukli dalam perkara pidana yang berupa kelerangan dan
saksi mengenai suafu peristiwa pidana yang (a dengar sendin, 1a lfhat
sondinl dan ja alami sendin dengan menyebul aiasan dan pengetahivannya
i,

Menurut Kamus Besar Indonesia yang dikgluarkan Depanemen
Pendidikan dan Kebudayaan terbitan Balai Pustaka menyalakan saksi
adalah:

“Orang  yang dapal memberikan keterangan gung wepenfingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang
didengarnya, dilifatrya atau dialaminya sendin”.

Calam hal ini keterangan saksi merupakan salah satu alat bukli
yang sah sebagaimana ditentukan didalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu:
Keterangan saksi
WKaterangarn ahli
Surat
Pefuniuk
Keterangan ferdakwa
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keterangan saksi dapat
menentukan bersalah atau tidaknya sesecrang dalam melakukan =uatu
trndak pidana Tetapi dalam pemeriksaannya berlaku asas Nullum Testis
Unus Testiz yang artinya kelerangan Secrang saksi saja tidak dapat
dipakai sebagai bukh yang sempurna lanpa alat-alat bukti yang lain
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b. Macam-macam Saksi
Orang-arang yang dapat didengarkan keterangannya sebagal saksi
dapat digolongkan sebagai benkut:

1.

Saksi Korban

Saksi korban mempunya kedudukan sebagal saksi ulama yang
memberatkan lardakwa karena Korban adalah orang yang
mempunyai hubungan langsung dengan pelakunya, mengalami
zendin tindak pidana yang dilakukan terhadap dirfinya

Saksi Biasa

Dalam hal ini saksi iasa adalah crang yang mengetahu sediri,
melihat sendiri dan mendengar sendiri telah terjadi suatu kejahatan.
Saksi Ahli

Berdasarkan pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan saksi ahli
atau keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seosearang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan.

Testamadium de Auditu

Saksi de Auditu merupakan saksi yang menerangkan apa yang
didengarnya mengenai suatu tindak pidana dari orang lain.

Andi hamzah, SH dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pdana
Indonesia mengatakan bahwa;

“Sesuai dengan Fenjelasan KURAF yang menyatakan Dahwe
kesaksian de Audity tidak diperkenankan sebagal alat bukti dan
selaras pula dengan {ujuan hukum acara pidans yaifu mencan
kebenaran mayien! dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak
asasl manusia, dimana keterangan seorang saks! vang hanya
mendengar dar orang lain tidak tegamin kebenaranya maka
iesaksian de Auditu atay hear say evidence palul tidak dipakai di
Indonesia.’

EM Amin dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Neger
mengatakan babhwa |

“Memberi daya bukli kepada kesaksiankesaksian de Auditu berarti
behwa syarat didengar. dilifat ataw dialami sendin tidak dipegang
tAgi"?

makezi a charge

Saksi im merupakan saksi yang membearatkan tarsangka

Saksi A de charge

Merupakan saksi yang menngankan bagi tersangka yang biadanya
diziukan aleh tersangka atau terdakwa atau penasshat hukumnya.

U Andi Hamieah, 5H: Pesbarchingan KUHAP HIR dan komenar, Ghaliz Indonesiafakaria, 1984,

bl 242

S5 8 Amin, 5H Hukuny Acarz Pengodilzn Negen, Praden Pasamota, Jekart 1976, hal o6
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Menurut R Soesilo ada 3 bentuk saksi yang didasarkan pada
ketentuan dari informasi yang diterima yaitu:

a Saksi polisi yang memberikan keterangan Kepada penyidik
terhadap suatu persiiva pidana

b, Saksi proses verbal yang merupakan semua saksi pohsi yang
dirmasuldan didalam berita acara penstiva pidana

o Saksi yuridis yang diambll darn saksi benta acara
Saksi polis dan saksi proses verbal ini fidak  dipenksa
dipersidangan hanya wakiu penyidikan dan saksi tidak disumpah.’

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kenapa orang takut menjadi saksi

2. Lntuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan sgksi dalam
perkara pidana :

3 {Untuk mengetahui bagaimana periindungan hukum terhadap saksi
dalam perkara pidana sehingga orang tidak takut lagi menjadi saksi

4. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian haruslah memiliki mantaat agar penelitian tersebut
tidak sia-sia. Oleh sebab ity penehti membagi manfaat penelitan secara

a. Teoritis

1. Untuk melatih kemampuan peneliti sebagal dosen muda untuk
melakukan penelitian ilmiah dan merumuskannya dalam benuk
tulisan ilmiah.

2. Agar dapat menerapkan ilmu-iimu yang secara teqritiz dipelajan
dan menghubungkannya dengan data yang diperolen dilapangan

3. Unfuk  menambah  pengetahun  dibidang  hukum  dan
perkembangannya.

b. Praktis
Agar penelitian ini dapat memberi masukan bagi semua pinak baik
akademisi, penegak hukum | pemenntah dan masyarakat

5. Meétode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat desknptif. Metode pendekatan
yang dipergunakan adalah yuridis empiris artinya melinat masalah hukum
sehagaiman tujuan dalam prakiek Adapun data yang dican adalan data
primer dan data sekunder yang diperaleh dari

' Sacsila Kriminalistik (5 Pevidikan Keahatans, Politea Bogor, 14976, hal 120
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a  Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) yang dilakukan untuk
memperaleh data sekunder. Penelitian dilakukan terhadap bahan-
bahan hukum berupa -

_ Bahan hukum primer yailu perundang-undangan yangd berhubungan
dengan permasahan

- Bahan hukum sekunder yakni buku-buku yang berkaitan dengan
permasalahan |

_ Bghan hukum terier yaitu bahan yang bersifat menunjang bahan-

hahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan
Kamus Besar Bahasa Indonesia

h Pepeliian Lapangan (Field Reseach) untuk mempearoleh data primer
yang dilakukan didalam wilayah hukum Pengadilan Negen Padang
yaitu

.. Data primer yang diperolen melalui wawancara dengan hakim yang

memerikza dan memutus perkara pidana di Pengadilan neger
Padang, Jaksa Penuntu Umum, Penasehat Hukum dan beberapa
prang saksi yang ditemui pada saat melakukan panelitian

_ Data sekunder yang diperoieh dengan meminta sualy berkas perkara

yang ada hubungannya dengan kedudukan =aksi sebagai alat bukti.

Teknik Pengumpulan Data

g Studi dokumen yakni dengan mempelaian dokumen —dokumen yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti,

b, \Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan
tanya jawab secara lisan dengan responden yang dilakukan secara
cemi terstruktur  dizamping  menyusun peranyaan  jUgs
mengembangkan partanyaan lain yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti.

Analisis Data

Dari data-data yang telah diperaleh selama penelitian dialkukan
analizisi secara kualitatif dimana data-data tersebut dipisahkan menunt
kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dengan meneliti pasal-
pasal yang dapat dijadikan indikator perlindungan terhadap saksl untuk
megambil kesimpuian dan generalisasinya.



Hasil dan Pembahasan
1. Ketakutan menjadi Saksi

andi Hamzah mengatakan ujuan hukum acara pidana adalah.
"Tujuan hukum acara pidana mencan kebenaran itu hanyalah tufuarn
antara. Tujuan akhir sebenamya sdafah mencapal suatu ketertiban,
tatentraman, kedamaian, keadifan dan kesejahieraan dalarm masyarahkat™
van Bemmelen juga mngemukakan pendapat batwa fungsi hukum
scara pidana itu dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
2 Mencari dan menemukan kebenaran
3. Pemberar keputusan oleh hakim
4. Pelaksanaan Kepulusan®
Dar ketiga fungsi diatas jelas yang paling penting dan menjadi
turnpuan adalah mencari kebenaran, Hakim dipersidangan mempunyai
wewenang untuk membenkan putusan terhadap bersalah atau tidaknya
sardakwa berdasarkan alat-alat bukti ditambah dengan keyakinan ha kirm.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP salah satu alat
buktinya adalah keterangan saksi.
Pasal 108 KUHAR yang berkaitan dengan keterangan saksi menyatakan .

{1) Setiap orang yang mengalami, melinat, menyaksikan dan atau
menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak
mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau
penyidik baik lisan maupun tertulis

(2) Seliap orang yang mengetahui  permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan
wrnurn atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu
juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

{3) Setiap pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya mengetahui
tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib
seqera melaporkan hal iiu kepada penyelidik atau penyidik

{(4) Laporan atau pengadusn yang diajukan secara tertulis harus
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu

{5) Ldporan atau pengaduan yang digjukan secara tertulis dan dicatat
oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan
penyidik

() Setblah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau
penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau
pengaduan kepada yang bersangkutan

Jadi jelas bahwa orang yang melihat, mendengar dan mengalami

sendiri suatu kejahatan dan yang hendak melakukan pemufakatan wajib
mengadukannya atau melaparkannya ke penyelidik atau penyidik.

# Amch Hasmesh Hukom Acara Pidons Indonesia €OV Ana Java, Jakanta, L6, hat 4
I Vs Bemmmelen: Stralfvordenny, Leerbock van bet ted Srrafprocesrechy s-Gravenbige:
sdartinus Miphofi, 1930, kal 1-Z
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vang menjadi masalah adalah orang takut melaporkan suatu tindak
pidana atau pemutakatan jahat karena takut balas dendam dan sipelaku.

Begitu juga terhadap pegawai negeri yang mengetahui telah terjadi
lindak pidana baik umum maupun khusus seperti findak pidana korupsi
terhadap atasannya, ia takut melaporkan jika ia harus menandatangani
pengaduaannya karena atasan mermpunysn wewenang yang utuh
terhadap kepegawaiannya.

Berdasarkan wawancara dengan Hanafi (Wakasat Reserse FPolsektz
Padang) :

Penyelidik yang mengstahui suatu tindak pidana baik yang diketahui
sendii maupun yang dilaporkan oleh masyarakat langsung ke Tempat
Kejadian Perkara dan mencari saksi untuk diminta keterangannya
mengenai peristiwa pidana tersebut. Jika masyarakal lidak mau menjadi
saksi maka penyelidik berusaha membearikan nasehat kepada masyarakat
bahwa menjadi saksi merupakan kewajiban terhadap negara agar tercipia
keadilan dalam masyarakat dan penegakan hukum serta masyarakat turut
serta dalam menegakkan keadilan Karena hukum tidak akan tegak tanpa
sdanya partisipasi masyarakat. Saksi akan dilindungi cleh undang-
undang, jika merasa diancam dan diteror oleh pelaku | saksi dapat minta
perlindungan terhadap kepelisian. tgaknya hanya terhadap saksi tapi juga
keuarganya. Jika yang menjadi korban adalah keluarga kita, bagaimana
perasaan keluarga kita jika orang tidak mau menjadi saksi sedang pelaku
t=rus meraja lela, Dengan pendskatan desknptif itu maka masyaraxat
yang mengetahui kejadiannya melaporkan kepada penyshidik baik sendiri-
sendifi maupun bersama-sama. Mereka juga takut karena ada stigma
selama ini yang pergi ke kantor polisi tu adalah orang jahat.Dan
penyelidik juga mengatakan merska akan diperlakukan dengan baik
karena saksi bukan pelaku sebab dari rumor yang berkembang penyidik
dalsm melakukan pemeriksaan sering  berlaku  kasar terhadap
tersangka Bahkan dalam melakukan pemeriksaan saksi diperiakukan
dengan santai, bersenda gurau dan minuman agar tidak takut dan bebas
mengungkapkan apa yang mereka ketahui, Saksi pun akan diingatkan
adar mémber keterangan yang benar sebab dipersidangan pengadilan
akan disumpah, dan kalau memberikan keterangan palsu akan dipidana
Jika saksi dibayar dieh keluarags tersangka utnuk memberi kesaksian
peryidik mengingatkan saksi dengan sumpah dan pidana. Sehingga para
saksi mengaku jika ia dipaksa dan dibayar untuk menjadi saksi palsu
Disinil2h sangat diperiukan kelihaian pémeriksa agar saksi benar-benar
metnbiarikan ketefangan yang benar dan tidak akan dirobah lagi ketika
mamberikan kesaksian dipersidangan. Ternadap saksi yang tidak mau
menjadi saksi karena tidak ada uang untuk pergi ke kepolizian, penyidik
biasanya memberkan uang mereka untuk membantu karena anggaran
dari lembaga tidak ada Jika saksi dengan alasan akan merugikan waktu
dan perekonomiannya ia diebrikan nasehat bahwa manegakkan hukum
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lebih tinggi nilainya dan wakiu dan uang yang hilang tersebut karena
menyangkut dengan diri seseorang ©

Dipersidangan jika saksi merasa tidak bebas dengan adanya
terdakwa dalam ruang sidang maka hakim dapat menyuruh terdakwa
diamankan diruang tahan terlebin dahulu. Antara saksi satu dengan saksi
lainpun tidak boleh berhubungan agar meraka tidak saling mempengaruhi.
Hanya saja ruangan khusus untuk para saksi belum ada di Pengadilan
Megeri Padang. Mereka duduk dirvang tunggu sidang sampai hakim
memanggil meraka satu persatu melalui Jaksa Penuntut umum, Jika saksi
tidak mau hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka hakim
memeriniahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggilnya. Jika tidak
mau juga akan dihadirkan secara paksa dan akan dibenkan sangsi
terhadapryva sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 224 KUHAP yaitu:

Barang siapa yang dipangail menurut undang-undang akan menjadi

saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi suatu

kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenubi dalam

jabatan tersebut dinukum: '

1. Dalarn perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya

8 hulan
2 Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya &
tulan

Saksi yang lupa atau segan uniuk datang i dikenakan Pasal 522
KUHP dengan hukuman berupa membayar denda sebanyak Rp.800,00.
Apabila ketidakhadirannya karena alasan yang sah seperti sakit maka I8
tidak dapat dinukum. Saksi yang tidak bisa hadir karena sakit, maka hakim
dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum  utouk mengamikbil
kesaksiannya secara tertulis dibawah sumpah, kesaksian ini akan
dibacakan oleh hakim dipersidanngan. Saksi yang tidak bisa hadir dengan
alasab perekonomian pengadilan akan membenkan bantuan, Jika saksi
merdsa diteror dan diancam jiwanya oleh kelarga terdakwa hakim
mengelluarkan penetapan agar kepalisian memberikan perlindungan
terjhadap saksi dan keludrganya, Terebih untuk kasus besar dan
menyangkut pejabat dan saksi merupakan saksi kunci, mereka diberkan
perifdungan. Hakim pun dipersidangan akan mengingatkan saksi jika
mémberikan saski palsu dengan sumpah yang telah diucapkannya
stbelutn membirikan kesaksian dan ancaman pidana. Saksi yang takut-
takut datam merhberikan kesaksian hakim mengingatnya bahwa tidak
periu takut karena saksi dilindungi olsh undang-undang dan bahkan
terhddap terdakwa jika tidak memperlinatkan sikap yang kurang baik,
hukufnannya bisa lebih berat lagi’

Hasil wawancara dengan R. Anggono { Kepala Seksi Pidana Umum
Kejaksaan Megeri Padang ) mengatakan terhadap Tindak Pidana Khusus
seperti Korupsi dan Narkofika. Undang-undang telah mengatur bahwa
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saksi pelapor identitasnya tidak disebutkan. Saksi yang melaporkan cukup
mengatakan telah terjadi tindak pidana Korups: di kantormya sehingga ia
akan merasa aman karena tidak akan diketahui identitasnya = Dan
penyidikpun tidak boleh memberitahukan hal in dan identitas arang
terzebut tidak disebutkan, Untuk kepentingan penyidikan saksi pelapor
dapat dimintai keterangan cleh penyidik tapi tetap tidak dizebutkan bukti
ity didapatkan dari siapa dan tidak dihadirkan diparsidangan. Berdasarkan
laporan atau pengaduan tersebut Jaksa sebagal penyidik pada tindak
pidana korupsi dapat melakukan cenyidikan dan mencan  data
sebagaimana yang disampaikan oleh pelapeor. Begitu juga terhadap tindak
pidana narkotika, ia bisa mengadukan telah terjadi penyalahgunaan
narkotika, maka openyidik pun kemudian akan melakukan penyidixan.
Untuk tindak pidana narkotika ini polisi juga bisa sebagai penyidik. Mereka
pelapor tidak akan diminta menjadi saksi dipersidangan. Yang menjadi
zaksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan ditambah dengan
kalau, untuk tindak pidana narketika, Ketua RT, Ketua RW dan telangga
terdekat. Untuk tindak Pidana Korups: diminta bantuan BPKP dar
Pegawai Megeri Sipil yang berkaitan dengan hal tersebut Tapi LnfLk
tincak pidana khusus baru terhadap Tindak Fidana Ko rupsi dan Markotika,
Psikotropika, bagaimana terhadap Tindak Fidana lainnya, apakah saksi
pelapor juga akan disembunyikan identitasnya dan tidak diminta untuk
menjadi saksi dipersidangan®.

Karena itu dengan adanya undang-undang Tindak Pidana Korupsi
MO 31 tahun 1989 dalam pasal 31 yang disempurnakan dengan Undang-
undang Mo 20 tzhun 2001 menyatakan
(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan

orang lain yang bersangkutan dengan findak pidana korupsi dilarang

menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang
memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor

(2} Sebelum pemeriksaan dilakukan larangan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi atau orang lain
tersebut,

Dalam Undang-undang Mo 5 tahun 1897 tentang Psikotropika Pasal 54

dan undang-undang MNo.22 tahun 1847 tentang Tindak PFidana

Narkotika Pasal 57 menyatakan masyarakal yah berperan serla

memberantas tindak pidana ini 2kan diberkén perindungan dan

jamminan keamananidiatur letin lanjut dehgan Pératuran Pemerintah)

Dengan adanya jdminan badi saksi peldpor ini sehingga ia tidak takut

men|8di saksi karena difinya aman dan ancaman teror dan ketakutan

siruktural.
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2 Kedudukan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana

Pembuktian yang diberikan melalui keterangan saks: berguna untuk
mermbuat terang suatu tindak pidana yang lelah terjadi. Agar kesaksian
terzebut dapat dijadikan alat bukti yang sah harus memenuhi syarat-syarat:
1. Syarat Formil

Keterangan seorang saksi  dianggap sah jika diberikan dibawah

sumpah, Saksi mengangkat sumpah atau janj menurut agama dan

kepercayaannya masing-masing yang berbunyi:

banwa ia akan memberikan kelerangan yang sebenarnya dan tidak [ain

daripada yang sebenarnya,

Pengangkatan sumpah ini bisa dengan 2 cara yaitu:

a.  Sumpzh wang dilakukan sebelum pemeriksaan dinamakan
penyumpahan secara promissoris (sanggup akan bicara benar)

b. Sumpah yang dilakukan setelah ia memberikan keterangan
dinamakan penyumpahan secara asseroris imenetapkan
kebenaran pembicaraan yang lalu) ;

Tujuan saksi mengusapkan sumpah menurut Ridwan Syahram adalah:
“Agar supaya sahksi fersebut hdak akan berdusfa atau mernberikan
keterangan paisy. Saksi yang beragama dan percaya sepenulinya akan
kekuasan Tuhan, niscaya takut akan mendapal kufukanNya [ika i
berdusta ™

Saksi yang menolak untuk disumpah tanpa atasan yang sah,
pemernksaan akan dilakukan terhadap dinnya dengan suste sural
penetapan dan disandera selama 14 hari dirumah tahanan negara (Pasal
161 ayat (1) KUMAP) Apabila lewat dari 14 hari tersebut saksi tidak mau
mengangkat sumpah maka keterangan yang dibenkan dapat menguatkan
keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAF). Jadi keterangan saksi ini
tidak mempunyai kekuatan pembuktian,

Menurut penelit, saksi yang tidak mau disumpah ini berarti ia
membenkan saksi palsu, sehingga takut mendapat kutukan dan dosa dari
Tuhan. Maka hakim bisa menjatuhkan pidana dengan dugaan keterangan
palzu dan menyulitkan persidangan. Bisa juga hakim menanyakan kenapa
1a bdak mau membenkan kelerangan |, kalau iz diancam oleh keluarga
terdakws ia bisa minta bantuan kepada polisi dan keluarga terdakwa biza
dipidana karena mengancam orang yang melapoarkan telah teradi tindak
pidana, Atau telah diberi vang oleh keluarga terdakwa untuk tidak menjadi
saksi maka keluarga terdakwa pun bisa dikenakan tindak pidana
penyuapan.

Namun menurut Hakim Machr Hendra lagi:

Keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dijadikan alat bukt yang sah
apabila didukung dengan alat bukf lain dan hakim mempunyai keyakinan
atas keterangan tersebut dan hakim berusaha membenkan penjelasan
tentang arti penting pengangkatan sumpah saksi tersebut demi tegaknya

¥ Ridwan Svphrame Beberapa Hal iendang Hukem Acara Pidana, Aduna Bandusg, §953, Bal T
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peraturan hukum pidana dan memberkan rasa tanggung jawab untuk
menyampaikan ha! yang sebenarnya, jika saksi merasa ia akan berdusta
lebih baik jujur dan mundur menjadi saksi,“Sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yaitu:

“Keterangan saksi yang tidak disumpat dapat difadikan tambahan alat busli
vang sah apabila sesuai degan keterangan saksi yang disumpah’.

2. Syarat Materil

s HKeterangan tersebut dinyatakan disidang pengadilan, Termadap
keterangan saksi yang telah dibenkan dibawah sumpah pads
tingkat penyidikan kemudian meninggsl dunia atau karena alasan
yang sah tidak bisa hadir kepersidangan | maka kelerangan
tersebut dibacakan dan tetap mempunyai kekuatan pembukian,
Saksi yang tidak mau hadir kepersidangan akan dijpangail sekal
lagi, kalau tidak hadir juga akan didata ngkan secara paksa dan bisa
dikenakan hukuman.

b. Keterangan yang dibarikan adalah menganat perstiwa yang ia lihat
sendiri, ja alami sendin dan ia dengar sendin. Bukan pendapat atau
rekaan atau mendengar darn erang lam.

[ Pengadilan Megeri FPadang pemath ada saksi bayaran dimana
keterangan yang diberikan sesual dengan keinginan atau kehandak pihak
tertertu_hakim tahu akan hal itu sehingga hakim mengingatkan terdakwa 1a
akan dipidana jika memberikan keterangan palsu dan telah disumpah’

c. Keterangan saksi diberikan dengan mengemukakan alasan tentang
apa yang diketahuinya dan suatu peristiwa pidana. Hal ini dapat
dikaitkan denga bagaimana cara ia mengstahui tentang peristiwa
pidana yang telah terjsdi.

Saksi dipenksa satu parsatu dan antara saks satu dengan tainnya
tidak boleh berhbungan karena akan mempengaruhi kebeabaasan. Hakim
dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan persesuaian anatara
kelerangan saksi satu dengan lannya  Karena kemungkinan  ada
keterangan yang tidak benar atau palsu. Hakim dapat menjadaikan BAP
sehagai acuan. Juga Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat
bukti.

Syarat formil lainnya adalah Nullum testis UnusTestis yailu saiuv
saksi bukan saksi jika tidak ada saksi atau saksinya saiu orang maka
perkara ini bisa dinentikan, Jika pada tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut
Urmnum menyatakan kepada penyidk saksi ini tidak menguatkan tersangka
maka penyidik akan melakukan pemenksaan lagi. Apabila penyidik lidak
mampu memberikan saksi yang iayak maka Jaksa Penuntut Umum akan
melakukan penghentian penyidikan'. Tap apabila dikemudian har
didapatkan saksi dan alat bukti maka perkara ini akan disidik kembali. Jika
dipersidangan hakim menila keterangan saksi tidak mendukung alat bukti
dan saksi kurang atau hanya satu | maka hakim bisa manggunakan alat

Hasil wawnnearn denpan hakim Penpadilan Megen Padane Machre Hendra, 22 Sepiembers 2002
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bukti lain =ebagai dasar untuk men@atubkan putusan yakni berupa
keterangan ahli, sural , pelunjuk dan keterangan terdakwa serta ditambah
dengan keyakinan hakim. Terdapat dalam pasal 183 KUHAP yaitu:

‘Hakim tidak bofeh merjaivhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
derngan sekurang-kurangnys 2 alat buktl yang sah Jja memperoleh
kevakinan bahwa sualtu tindak pidana benar-benar feradi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya’

Diperkuat dengan Pasal 18 Undang-undang Namor 14 tahun 1970
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu;

‘Tiada searang jugapun dapat difgfufy pidana fkecuall apabila pengadifan
ikarena alaf pembuktian yang sah menurnt undang-undang mendapar
keyakinan bahwa seseorang yang gianggap dapaf bertanggungjawsh telah
bersalah atas perbuatan yang difudiufikan atas dirinya”.

Sistemn pembuktian ni disebut Sistem Negatif.

SM Amin, SH juga menyatakan pentingnya peranan saksi yaitu !
‘“Pembuktian dengan mempergunakan keterangan-keferanngan saksi dapat
dikatakan merupakan cara pembuktian yanng paling penting dalam sidang-
sidang hakim, terlebih-lebif dimuka sidang Pengadilan NegerT, A

Dipertegas lagi oleh Machn Hendra dalam pertimbangan
menjatuhkan putusan dengan mengucapkan sepert © Setelah mendengar
keterangan saksi-saksi'

Sehingga hakim dalam memberkan putusan benar-benar objektif
dan memnuhi raza keadilan kerana berdasarkan fakta yang diperaleh
dipersidangan ditambah dengan alat bukti [ain dan keyakinan hakim.
Pentingnya kedudukan keterangan saksi ini lergambar dalaam Keputusan
mahkamah Agung tanggal 9 Movember 1957 Nomor 81/k/kr1956 yang
mengatakan:

Jika terdakwa disidang FPengadailan Negen telah mengaky atas segala
yang diudubkan kepzdanya, maka oleh karena demikian hakim cukup
mendengar saksi saja

Dengan dasar akan pentingnya  peranan saksi ini untuk
mengungkapkan parnstiwa pidana ini, dengan bersansandarakan kepasa
asas kesaamaan dalam hukum {equality bafore the law) yang menjadi
salah satu syaral sualu negara hukum , maka saksi dalam proses peradilan
pidamna mendapat perlibdungan oelh negara dan hukum demi tegaknya
dan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum.,

3. Perdindungan Hukum terhadap saksi dalam Perkara Pidana
Dar pembahasan sebalumya KUHAP sudah mengatur bahwa

- Saksi bisa membernkan pengaduan atau laporan secara lisan atau tertulis
terhadap suatu tindak pidana atau telah teradi permufakatan jahat

" end Ammm, 511 Fukisn Acars Peszadilan Meseri. Prodva Faramita Jokana hal 222
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- Saksi tidak boleh berdekatan dengan saksi lain karena takut saling
mempangarnuhi.
- Tidak holeh hadir diruang sidang sebelum dipanggil oleh hakim
- Terdakwa diperntahkan keluar reangan sidang agar saksi bebas
memberkan kesaksiannya.
- Saksi disurnpah supaya ia member ketarangan yang benar tidak l&in
daripada yang sebenarmya.
. Saksi jika merasa diteror dan terancam kemanannya oleh pelaku atau
keluarga terdakwa dapat minta perindungan terhadap kepolisian.
KIHAP hanya baru membearkan hal-hat yang umum saja belum ada
undang-undang yang khusus mengatur bagaiamand pefindungan 1ty
diberikan terhadap saksi. Hanya baru terhadap Tindak Pidana Korupsi dan
Markolika serts Psikotropika tapi tupun akan datur oleh Peraturan
Pemerintah lagi Perindungan yang diberikanny2 adalah saksi yang
melaporkan identitasnya tidak disebutkan dan tidak akan menjadi saksi
dpersidangan. Tapi jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Polisi dapat
meminta keterangan dari saksi pelapor tapi diranasiakan idenlitasnya:
Sehingga saksi pelapae merasa aman. Tenebin untuk  kasus korups
dimana bawahan sangal takut dengan atasan karena ia penentu dalam
kepangkataannya. Begitu juga kasus Narkotka dan Feikotropika , merasa
segan kareng @ tetangga, teman dan sahabat bahkan keluarga sendiri
Sehingga dengan disembunyikan identitasnya tidak ada rasa sungkan
dalarm melaporkan tindak pidana tersebul. Saksi untuk lindak pidana
kaorupsi adalah penyidik dan pegawal yang berhubungan denga hal
tersebul dan narkotika serta psikotropika disamping penyidik ditambah,
ketua BT, Ketua, RW, tatangga meskipun kemungkinan telangga pelapor
tadi juga akan didengar ketetangan tapi danmana pengadauan il tidak
baleh diketahui oleh orang lain selain penyidik dan pelapor,

Karena keterangan saksi im sangat penting dalam mengungkapkan
sugtu perstiwa pidana maka perlu un ang-undang yang khusus mengatur
terhzdap perindungan saksi, bagaimana perlindungan yang diberikan jika
saksi diteror, RUU tentang peflindu ngan saksi dan korban telah dibuat tapi
sampal sekarang belum disahkan, Perindungan terhadap saksi ini perluy
didlur secara khusus sehingga jelas dan masyarakata pun tdak lakut
merjadi saksi terutama unluk kasus-kasus besar dimana lerdakwa
mempunyai perangkat untuk menteror saksi dan bahkan melenyapkan
nyawa saksi



Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

Rertitik tolak dari umusan permasalahan dan pembahasan yang
dikemukakan , maka dapat diambil kesimpulan yaitu;

s Ketakutan orang menjadi saksi karena takut bajas dendam dari terdakwa
karena teror atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku atau keluarga
terdakwa, ada stigma yang ke kepolisian adalah orang jahat, proses
hukum yang lama dan berbelit-belit sehingga merugikan wakiu dan
perekonomiannya, rendahnya kesadaran hukum  masyarakal,
rendahnya pendidikan sehingga bisa saja ditakuli aleh pelaku atau
keluarga terdakwa

b Kedudukan keterangan saksi sangat penting terliihat datam pasal 184
KIUHAP tentang alat-alat bukti | keterangan saksi menempati urutar
ieratas berarti tingkatan atau hirarki dari masing-masing alat bukti. Jika
saksinya hanya satu maka itu tidak merupakan saksi, Hakim dalam
pertimbangan menjatuhkan putusan menyatakan “Setelah mendengar
keterangan saksi-saksi dan Mahkamah Agung pun menyatakan Jika
lerdakwa telah mengakuy alas segala yang dituduhkan kepadanya,
maka aleh karena demikian hakim cukup mendengar keterangan SEKSI
saja, artinya bisa saja terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan itu.
Mah berdasarkan keterangan saksi hakim dapat menilai apakah
terdakws bersalah atau tidak. Hakim dalam memernksa saksi juga harus
dipethatikan keterkaitan keterangan saksi satu dengan yang lain dan
dihubungkan dengan alat bukh [ain serta ditdmbah dengan keyakinan
hakim apahgh keterangan saksi lérsebut benar atau paisu

o KUHAP sudah memberikan perlindungan kepada saksi tapi bard berupa
kebebasan da1agﬂ memberikan keterangan. Belum ada yang mendatur
khusus bagaimana paffidungddn yang dibgtikan jika saksi diancam dan
diteror oleh pelaku Htau keluarga terdakwd Dalam Tindak Pidana
Korupsi dan Narkotikd 2ers Psikotropika Sudgh mengatur perlindungan
berupa penyemburyiln identitas saksi dah adanya jaminan keamanan
pélapor sehingds 4aksi peldpor merasd aman terhadap diri dan
kbluarganya serta terhindar dari teror ddn ketakutan struktual. Tapi
Undang-undang yGng khusus mengatur bagaimana perlindungan yang
diberikan lerhadap saksi dari terar, ketakutan balas dendam terdakwa
dan identitas dirinya belum disahkan Dan undang-undang ini sangat
diperlukan karena sangat pentingnys peranan saksi  dalam
mengungkapkan suatu tindak pidana maka diperlukan perlakuan yang
khusus terhadap saksi sehingga ia tidak takut untuk menjadi sakst dan
merasa aman dan terhindar dari teror. Dalam undang-undang Amerika
saks terutama untuk kasus besar bak sebelumn dan sesydah
persaksiannya identitasnya dirahasiakan bahkan bentuk dan identitas
dirinya pun bisa dirabah sehingga i@ merasa aman

-
=
]



sampar  kapanpun. Semaga Rancangan undaang-undang
perlindungan saksi dan korban itu cepat disahkan karena disana
diatur dengan jelas bagaimana perindungan tersebut.

2. Saran

Kepada Pemerintan dan OFR agar secepatnya mensahkan dan
mensosialisasikan undang-undang periidungan terhadap saksi dan korban
sshingga masyarakat merasa aman  dan unt berpartisipasi dalam
menagakkan hukum dan keadailan

Ucapan Terima Kasih

Sehubungan dengan lelah selesainya penelitian ini dengan dana yang
disadiakan oleh Universitas Andafas melsiui Lembaga Penelitian serna
bantuan adan berbagai pihak |, khususnya pimpinan Universitas Andalas
dan Fakultas serta instansi terkait dalam mengumpuikan data yang
diperlukan, sebelum dan sesudahnya Tim Penelit mengucapkan tenma
kasih, Semaga hasil penelitizn ini bermanfaat bagi kalangan akademisi,
masyarakat dan aparat penegak hukum sera pemeriniah dan legisiatif
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